BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang
dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 11 Juni 2005 yang ditindak
lanjuti dengan Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian tanggal 3
Desember 2005.

Sektor Pertanian hingga kini masih tetap memiliki peranan yang
strategis dalam pembangunan wilayah, baik bagi pertumbuhan ekonomi
maupun pemerataan pembangunan. Dalam rangka pemantapan
revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilakukan
penguatan terhadap aspek-aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Arah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka
mewujudkan pencapaian visi, misi, kebijakan, strategi serta program
provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan dukungan sumberdaya
manusia (SDM) yang berkualitas dengan ciri-ciri : profesional, kreatif,
inovatif, kredibel dan berwawasan global untuk dapat mendukung system
agribisnis yang berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan. Sehubungan dengan itu perlu
dikembangkan sistem penyuluhan yang mampu memberdayakan petani
dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan
melalui sistem pendidikan non formal, dengan penyelenggaraan
revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Revitalisasi penyuluhan dimaksudkan untuk mendudukkan dan
memberdayakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian, perikanan dan
kehutanan. Untuk itu sistem penyuluhan perlu dikembangkan agar
sesuai dengan kebutuhan petani/nelayan dalam meningkatkan
kompetensi ilmu dan teknologi, kewirausahaan, manajerial, bekerja dalam
tim, berorganisasi, bermitra usaha dan memiliki integritas moral yang
tinggi.

Dengan demikian diharapkan akan tercipta harmonisasi

pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan antar



lintas sektor dan bersinergi dalam melakukan pembangunan penyuluhan
dengan potensi sumberdaya dari berbagai peluang yang mampu
dimanfaatkan secara berkesinambungan yang komperehensif.

1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah
menjabarkan Renstra Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 — 2017
yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 yang memuat rencana kerja,
program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2014 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk jangka 1
(satu) tahun, yaitu tahun 2014.

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif,
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan
pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah
sebagai pedoman SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2014.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah:



Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4



Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
1.4. Sistematika Penyusunan SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangka Daerah (Renja-SKPD)

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BAB II

2.1.

2.2.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Menjelaskan latar belakang disusunnya Rencana Kerja
Perangkat @ Daerah  (Renja-SKPD) Badan  Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014;

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Menguraikan maksud, tujuan, sasaran dan fungsi Renja
SKPD;

LANDASAN HUKUM

Mencantumkan peraturan yang melatarbelakangi penyusunan
Renja SKPD;

SISTEMATIKAN PENYUSUNAN RKPD

Menguraikan isi dan bahasan tiap-tiap bab dalam Renja
SKPD.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017;

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2014



2.3.

BAB III

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Menggambarkan isu  strategis dalam  melaksanakan
pembangunan 1 (satu) tahun kedepan;

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014

Menggambarkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2014.

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN
KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN TAHUN 2013 -2017

VISI DAN MISI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 -
2017

Menggambarkan Visi dan Misi Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 — 2017;

SASARAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT BADAN
KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2013 - 2017

Menggambarkan Sasaran dan Strategi Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017;
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menggambarkan Struktur Organisasi dan jumlah pegawai
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka
Belitung berdasarkan urutan kepangkatan dan latar belakang
pendidikan;

MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 -
2017



BAB

BAB

IV

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

S.1.

Menggambarkan  Matriks Renstra  Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017.
EVALUASI KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012

Menggambarkan Evaluasi Kinerja  Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan indikator
capaian sasaran,;

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN
Menggambarkan Evaluasi Kinerja  Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan program
dan kegiatan;

PENGUKURAN KINERJA DIKAITKAN DENGAN RPJMD
Menggambarkan Evaluasi Kinerja  Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung berdaasarkan
keterkaitan dengan RPJMD;

KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR MISI RPJMD 2012-
2017

Menggambarkan Evaluasi Kinerja  Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan indikator
misi RPJMD;

AKUNTABILITASI KEUANGAN

Menggambarkan Evaluasi Kinerja  Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung berdaasarkan
penggunaan anggaran;

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

MATRIKS RENJA SKPD SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
TAHUN 2014



Menggambarkan Renja SKPD Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun
2014

BAB VI PENUTUP

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

2.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2014 merupakan rencana kerja tahun kedua dari RPJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 dengan Visinya
adalah “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi
lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan
dan perdesaan”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima)
misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 - 2017, yaitu:
1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas

lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra
pembangunan produk unggulan wilayah
perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan
potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan
antarwilayah dan antarsektoral.

2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment)
dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan
secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan
kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan
dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian
tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan
ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan

prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan



refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif
melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan
peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan

masyarakat secara terpadu dan bersinergi.

. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan

mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk
meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi
daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan

persaingan global.

. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean

government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan
birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan

Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

2.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2014

2.2.1.Isu Strategis Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari Wilayah Sumatera,

berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus

dicermati adalah isu strategis di Wilayah Sumatera yang meliputi:

1)

7)

Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan
wilayah;

Terbatasnya sumber daya energi listrik dalam mendukung
pengembangan ekonomi lokal;

Belum terintegrasinya jaringan transportasi intermoda wilayah;

Masih rendahnya Kualitas sumber daya manusia dan tingginya angka
kemiskinan;

Masih rendahnya kualitas birokrasi dan tata kelola;

Belum optimalnya pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau
terdepan dan terpencil; serta

Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup belum optimal.

2.2.2.Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2012-2017



Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan

dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan

pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu-

isu strategis daerah yang sangat terkait dengan visi, misi dan program

Gubernur/Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diuraikan sebagai

berikut:

1.

Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan
sumber daya alam, yang dipengaruhi belum berkembangnya ekonomi
kerakyatan; masih adanya disparitas pembangunan antar daerah;
belum berkembangnya kawasan strategis dan cepat tumbuh (zona
pertumbuhan); belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam;
rendahnya daya saing daerah; pengembangan wilayah pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil belum optimal; tingginya Inflasi; pengembangan
pariwisata belum optimal; dan tingkat ketahanan pangan masih
rendah.

Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup, yang dipengaruhi oleh
belum optimalnya kegiatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan
lahan bekas tambang; tingginya tingkat kerusakan lingkungan darat

maupun laut; dan belum mantapnya pemanfaatan ruang.

. Ketersediaan Prasarana dan Sarana yang belum memadai, yang

dipengaruhi oleh konektivitas inter dan intra wilayah belum optimal,;
pelayanan ketersediaan air minum, sanitasi dan penyehatan
lingkungan masih rendah; penyediaan perumahan rakyat masih
terbatas; dan rendahnya rasio elektrifikasi.

Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap, yang dipengaruhi
tingginya migrasi penduduk; masih lambannya laju pertumbuhan IPM;
tingkat kemiskinan tertinggi berada di desa; masih adanya
pengangguran; pengidap HIV/AIDS meningkat; keterlibatan pemuda
dalam pembangunan masih rendah; pembangunan belum responsif

gender; dan pengelolaan kawasan transmigrasi belum optimal.

. Kondisi Pemerintahan dan Politik yang belum mantap, yang

dipengaruhi oleh pelayanan publik belum optimal; masih rendahnya
kompetensi aparatur; kapasitas keuangan daerah masih rendah; belum
maksimalnya peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat; dan

masih terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan.



6. Sosial Budaya, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kriminalitas;
masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
pengendalian penyakit menular dan tidak menular; penanggulangan
bencana; dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal.

2.2.3.Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimum (SPM)

Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9
(sembilan) bidang SPM yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan,
Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal.
Untuk melaksanakan SPM tersebut masing-masing urusan dilaksanakan
melalui indikator kinerja program beserta target hingga tahun 2017,

dengan rincian sebagai berikut:

1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 22 /Permen/M/2008)

a. Rasio pembinaan dan penataan perumahan pada tahun 2017

ditargetkan mencapai 23%.

2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 129 /HUK/2008)

a.Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan dan perlindungan dan
bimbingan balai perlindungan sosial pada tahun 2017 ditargetkan

mencapai 27.217 orang;

3) SPM Bidang Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 19 Tahun 2008)

a. Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan mutu

airnya pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 20%;

b. Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat
dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang ditindak

lanjuti pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 20%.

4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010)



a. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak yang terlaporkan (dalam dan luar provinsi) pada tahun 2017

ditargetkan mencapai 100%.

SPM Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010)

a. Pengembangan kelembagaan, hubungan industrial dan
perlindungan tenaga kerja dengan meningkatnya hubungan
industrial, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja

diharapkan pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 5,17%;

SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor

65/Permentan/OT.140/12/2010)

a. Jumlah cadangan pangan masyarakat pada tahun 2017 ditargetkan

mencapai 22%;

SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM. 81 Tahun 2011)

a. Rasio pengembangan dan peningkatan fasilitas perhubungan
melalui peningkatan fasilitas perhubungan melalui penyediaan
saran dan prasana lalu lintas angkutan pada tahun 2017

ditargetkan mencapai 100%;

b.Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat, laut dan

udara pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.

SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011)

a. Cakupan layanan regulasi perijinan bidang penananaman modal

pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 100%.

Adapun pelaksanaan SPM yang terkait dengan Bidang Kesenian tidak

dicantumkan dalam indikator kinerja program, melainkan akan

dituangkan ke dalam indikator kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014

2.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah



Berdasarkan isu-isu strategis yang ada dan fenomena serta kondisi
yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung saat ini, maka untuk Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 diarahkan pada
Pengembangkan ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan
tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi produktif, meningkatnya
investasi, dan menguatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai
kegiatan pembangunan. Juga diarahkan untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur pembangunan di berbagai kawasan, dan
koordinasi atas pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut dan mewujudkan
perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkesinambungan,
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun prioritas
pembangunan daerah pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi; dengan sasaran :
a. Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi
daerah.
b. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah.
c. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka
pengangguran.
d. Meningkatnya pendapatan dan konsumsi masyarakat.
e. Meningkatnya daya beli masyarakat.
f. Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya
ekonomi kerakyatan.
2. Pengembangan Penguatan rural urban linkages ; dengan sasaran :
a. Menguatnya kapasitas koperasi danUKM berbasis komoditi daerah.
b. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah.
c. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka
pengangguran.
d. Meningkatnya pendapatan dan konsumsi masyarakat.
e. Meningkatnya daya beli masyarakat.
3. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau
kecil ; dengan sasaran :
a. Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah
strategis dan kawasan cepat tumbuh.
4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dengan

sasaran :



a.

b.

Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses.

Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

5. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata; dengan sasaran :

a.
b.

C.

Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah.
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah
strategis dan kawasan cepat tumbuh.

Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

6. Program SATAM EMAS; dengan sasaran :

d.

Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.

. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah.

Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah
strategis dan kawasan cepat tumbuh.

Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

7. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar

wilayah; dengan sasaran :

a.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang

pembangunan.

8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dengan sasaran :

a.

Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber

daya alam di perkotaan dan perdesaan.

. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya

dukung dan daya tampung lingkungan

9. Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang; dengan sasaran :

a.

b.

Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber
daya alam di perkotaan dan perdesaan.
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya

dukung dan daya tampung lingkungan.

10. Pengendalian pemanfaatan ruang; dengan sasaran :

a.

Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

11. Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun; dengan

sasaran :

a.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (diatas rata-rata nasional).
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta

peningkatan pendapatan masyarakat.



12. Peningkatan pelayanan kesehatan; dengan sasaran :
a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (diatas rata-rata nasional).
b. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta
peningkatan pendapatan masyarakat.
13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur; dengan sasaran :
a. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan,

akuntabel dan efisien.

BAB III

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TAHUN 2013-
2017

3.1. VISI DAN MISI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUH
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 - 2017.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Adapun visi Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 yaitu: “Terwujudnya
penyuluh dan kelompok tani/peternak/ nelayan yang handal”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di rumuskanlah Misi
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Berikut:

1. Melaksanakan penyiapan kebijakan perumusan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang
program, keuangan, umum dan perlengkapan

2. Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan secara terintegrasi dalam rangka sinergitas dan

konektivitas perdesaan-perkotaan;



3. Melaksanakan dan menyiapkan pelayanan teknis dan administrasi di
bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama
dan pelaku usaha

4. Melaksanakan pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan
penyuluhan pemerintah dan masyarakat, pedoman dan standart

penyuluh

3.2. SASARAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 - 2017.

Sasaran
Sasaran adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

Berbagai sasaran dan target kinerja yang akan dilakukan oleh Sekretariat

Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepuasan pelayanan birokrasi, serta terciptanya
pemerintah yang bersih dan tatakelola kepemerintahan yang baik

2. Terlaksananya penyiapan pelayanan teknis dan administratif di
bidang programa dan pengembangan metode, dan pengembangan
materi penyuluhan dan kemitraan usaha, serta Publikasi.

3. Terlaksananya penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi pengembangan sumber daya manusia penyuluhan

4. Terlaksananya penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi pembinaan kelembagaan penyuluhan dan
kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

Strategi
Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program

indikatif untuk Segenap tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai

oleh Sekretariat Badan koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan strategi tertentu.

Secara rinci strategi diuraikan dalam kebijakan, program dan kegiatan

sebagai berikut:

1. Meningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan

2. Pembentukan dan pengembangan Tim  Verifikasi Programa

Penyuluhan Pertanian di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan provinsi



3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh pertanian,
perikanan dan kehutanan dengan menempatkan satu desa satu
penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

4. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan yang mandiri di Desa, Kecamatan, kabupaten/kota dan
provinsi

Kebijakan :

1. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Petani dan
Swasta.

2. Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
dilakukan berdasarkan suatu programa yang disusun bersama antara
penyuluh dan petani

3. Penempatan 1 (satu) orang penyuluh pertanian, perikanan dan
kehutanan pada setiap desa dalam rangka pengembangan 1 (satu)
desa 1 (satu) komoditi unggulan

4. Pendirian kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan yang mandiri di Desa, Kecamatan, kabupaten/kota dan

provinsi

3.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENYULUH
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Struktur Organisasi

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

a. 1 (satu) jabatan Sekretaris Badan yang setara dengan jabatan esselon

ITa

b. 1 (satu) jabatan Bagian Tata Usaha yang setara dengan jabatan

esselon Illa ;

c. 3 (tiga) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan esselon

IIIa.



d. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Bagian Tata Usaha
yang setara dengan jabatan esselon Iva.

e. 6 (enam) jabatan Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang yang
setara dengan jabatan esselon [Va.

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Dibawah ini adalah struktur organisasi Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIS BAKORLUH P2K

KABAG TATA USAHA
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
PROGRAM UMUM KEUANGAN
KABID KABID KABID
PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN SDM
KASUBBID
KELOMPOK KASUBBID KASUBBID
JABATAN PROGRAM & KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN
FUNGSIONAL PENGEMBANGAN PENYULUHAN iy
METODE PENYULUHAN
KASUBBID
KASUBBID KASUBBID PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN SDM PELAKU
MATERI & KELEMBAGAAN UTAMA & PELAKU
KEMITRAAN PELAKU UTAMA USAHA

Pegawai yang ditempatkan di Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan sampai 31 Desember 2012 berdasarkan tingkat pendidikan adalah

sebagai berikut:



Tabel I

Klasifikasi PNS dan CPNS di Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan , Jumlah regawal Jumlah
Laki-laki Perempuan

1 Pasca Sarjana / S3 0 0 0
2 Pasca Sarjana / S2 1 1 2
3 Sarjana/ S1 12 6 18
4 Diploma-IV 2 1 3
5 Diploma-llI 5 3 8
6 Diploma-I1/ i 0 0 0
7 SLTA 2 1 3
8 SLTP 0 0 0
9 SD 0 0 0

Jumlah 22 12 34

Tabel IT
Peta Jabatan di Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering
No Eselonering — Jabatan Jumlah
Terisi Kosong

1 Eselon I 1 0 1
2 Eselon Il 3 1 4
3 Eselon IV 9 0 9
8 Fungsional 1 0 1

Jumlah 14 1 15

Tabel IIT

Klasifikasi PNS dan CPNS di Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering

: Jumlah Pegawai
No Eselonering - - Jumlah
Laki-laki Perempuan

1 1A 1 0 1
2 B 0 0 0
3 1A 2 1 3
4 I B 0 0 0
5 IV A 6 3 9
6 IV B 0 0 0
7 Non Eselon 10 3 13
8 Fungsional 3 5 8

Jumlah 22 12 34




Tabel IV
Klasifikasi Pegawai Honor (PHL)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

: - Jumlah Pegawai
No Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Total
1 |S1 1 - 1
2 | D.III 1 - 1
3 | SMA / Sederajat 4 2 6
Jumlah 6 2 8

3.4. MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 - 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2012 — 2017 merupakan dokumen perencanaan taktis
strategis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis
SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterkaitan beberapa dokumen

perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi
kepulauan Bangka Belitung
RENSTRA | RENJA Pedoman . | RINCIAN
KIL e KIL > RKAKL | APBN T
A A |<_( -
Z <
Pedoman Digeu x &
\ 4 sa
RPIP  Pedo| RPIM |Dia Pedoman o
NASIONAL [man’| NASIONAL Harkan| RKP > | RAPBN » APBN
| A
| |
! :
Digcu Diperh:atikan E Diserasikan melalui MUSRENBANG
' X
| |
v v i
RPJP Pedo| RPIM Dija_| Pedo Pedo N
DAERAH |[man| DAERAH parkaq RXPD han” KUA |man RAPBD | APBD <
7y E %
Pedoman Diacu 5 ,i(J
A 4 ? D
Pedoman
RENSTRA |Pedo RENJA » | RKA SKPD | PENJABAR
SKPD TITamn SRPD AN APBD
PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN




Dibawah ini digambarkan keterkaitan misi, strategi, kebijakan, program dan
urusan dalam RPIJMD 2012 - 2017 terhadap tugas Sekretariat Badan Koordinasi

Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
MATRIKULASI KETERKAITAN MISI, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN URUSAN

Misi 1 : Pengembangan ekonomi kerakyatan
1. | Menguat | Memperlu | Pengemban | Tersalurkann Kelautan | Dinas
nya as gan, ya kredit 0,70 1,60 |dan Kelautan
kapasita | aksesibilit | Pengolahan | dalam Perikanan | dan
S as dan rangka Perikanan
Koperasi | permodal | Pemasaran | pengembang
dan UKM | an Produk Hasil | an
berbasis | melalui Kelautan minapolitan
komoditi | kredit dan (Milyar)
daerah. | usaha Perikanan
dan
bantuan
modal
bagi
masyarak
at
Meningka | Pengemban | Tingkat Kelautan Dinas
tkan gan kualitas 1,00 3,00 [ dan Kelautan
kapasitas | Perikanan hidup dan Perikanan | dan
produksi | Tangkap kehidupan Perikanan
produk kelompok
unggulan nelayan
daerah perikanan
melalui tangkap
penerapa (cluster)
n IPTEK
dan
Peningkat
an
prasarana
sarana
pendukun
g
produksi
Pengemban | Tingkat Kelautan | Dinas
gan kualitas 1,00 3,00 | dan Kelautan
Perikanan hidup dan Perikanan | dan
Budidaya kehidupan Perikanan
kelompok
tani
pembudiday
a ikan
(cluster)
Peningkatan | Tingkat N/A Pertanian | Dinas
Penerapan pemanfaatan 50,00 Pertanian,
Teknologi teknologi Perkebunan
Pertanian/P | tepat guna dan
erkebunan dalam Peternakan
meningkatka




n kualitas

Usaha

hasil
produksi
pertanian
(%)
Peningkatan | Tingkat N/A Pertanian | Dinas
Produksi produktivitas 75,00 Pertanian,
Pertanian/P |, kualitas dan Perkebunan
erkebunan hasil dan
produksi Peternakan
pertanian/pe
rkebunan
(%)
Meningka | Pengemban | Tingkat N/A Kelautan | Dinas
tkan gan produksi dan 120,00 | dan Kelautan
sistem Pengolahan | produktivitas Perikanan | dan
dan dan hasil Perikanan
jaringan Pemasaran | komoditas
distribusi | Produk Hasil | kelautan dan
barang Kelautan perikanan
danjasa, | dan (%)
mengemb | Perikanan
angkan
pasar
dalam
negeri
serta
kerjasam
a
perdagan
gan
Peningkatan | Tingkat daya Pertanian | Dinas
Pemasaran serap pasar 100,0 | 100,00 Pertanian,
Hasil terhadap 0 Perkebunan
Produksi hasil dan
Peternakan | produksi Peternakan
komoditas
peternakan
(%)
2. | Mempe | Meningk | Pembinaan | Tingkat N/A | 80,00 | Pertania | Bakorluh
rsiapka | atkan dan kinerja n,
n SDM | kapasita | Pengemba | tenaga Kelautan
sebagai | s SDM ngan penyuluh Perikana
syarat Kelembaga | pertanian ndan
utama an lapangan Kehutan
berkem Penyuluha | (%) an
bangny n
a Pertanian,
ekono Perikanan
mi dan
keraky kehutanan
atan. , Pelaku
Utama dan
Pelaku




Peningkat | Tingkat N/A Pertania | Bakorluh
an kinerja 80,00 | n,
Penyeleng | tenaga Kelautan
garaan penyuluh Perikana
Penyuluha | pertanian ndan
n lapangan Kehutan
Pertanian, | (%) an
Perikanan
dan
Kehutanan
Peningkat | Tingkat N/A Pertania | Bakorluh
an kinerja 80,00 | n,
Kapasitas | tenaga Kelautan
SDM penyuluh Perikana
Penyuluha | pertanian ndan
n lapangan Kehutan
Pertanian, | (%) an
perikanan
dan
Kehutanan
, Pelaku
Utama dan
Pelaku
Usaha
Pencegahan | Angka N/A Pertanian | Dinas
dan kesakitan 0,50 Pertanian,
Penanggula | dan Perkebunan
ngan kematian dan
Penyakit ternak akibat Peternakan
Ternak penyakit
menular
(rasio)
Berkemb [ Mengemb | Peningkatan | Tingkat daya Pertanian | Dinas
angnya angkan Pemasaran serap pasar 60,00 | 100,00 Pertanian,
sentra- komodita | Hasil terhadap Perkebunan
sentra S Produksi hasil dan
produk unggulan | Pertanian/P | produksi Peternakan
unggula | daerah erkebunan pertanian/pe
n daerah | sebagai rkebunan
ikon (%)
produk
pertanian
provinsi
kepulaua
n Bangka
Belitung
Mengemb | Peningkatan | Tingkat tinggi | Pertanian | Dinas
angkan Kesejahtera | pendapatan renda Pertanian,
desa an Petani petani (%) h Perkebunan
mandiri dan
pangan. Peternakan
Mengemb | Peningkatan | Terbentukny Pertanian | Dinas
angkan Produksi a - 4,00 Pertanian,
kawasan | Pertanian kawasanPen Perkebunan
integrasi gembangan dan
ternak integrasi Peternakan
dan perkebunan




tanaman. sawit - sapi
(kawasan)
Terbuk | Fasilitasi Pengemban | Tingkat Kelautan Dinas
anya pengemb | gan kualitas 1,00 3,00 [dan Kelautan
lapanga angan Perikanan hidup dan Perikanan | dan
n usaha Tangkap kehidupan Perikanan
. penangka kelompok
pekerja pan ikan, nelayan
andan | pembudid perikanan
berkura | aya ikan tangkap
ngnya dan (cluster)
angka pemberda
pengan | Yaan
nelayan
gguran serta
pembudid
aya ikan
skala
kecil se-
Babel
Meningkatnya daya beli masyarakat | Tingkat Kelautan | Dinas
kualitas 1,00 3,00 | dan Kelautan
hidup dan Perikanan | dan
kehidupan Perikanan
kelompok
tani
pembudiday
a ikan
(cluster)
Meningk | Peningkat | Peningkatan | Tingkat Ketahana | Badan
atnya an Ketahanan ketersediaan | 12,80 [ 35,00 | n Pangan | Ketahanan
pendapa | aksesibilit | Pangan bahan Pangan
tan as pangan
masyara | pangan daerah,
kat dan | baik khususnya
konsums | akses beras dan
i pangan komsumsi
masyara | perdesaa pangan
kat. n dan sumber
perkotaan karbohidrat
non beras
guna
memenuhi
kebutuhan
pangan
masyarakat
(%)
Memanfa | Pemanfaata | Tingkat N/A 5,00 | Kehutana | Dinas
atkan n Potensi pelanggaran n Kehutanan
potensi Sumberdaya | terhadap
sumber Hutan ketentuan
daya peredaran
hutan hasil hutan

dan




pengelolaan

hulu

industri hasil
hutan
(kasus)
Misi 3 : Peningkatan pengelolaan lingkungan
hidup dan pengendalian tata ruang
1 [ Terjagan | Mengelol | Peningkatan | Terbentukny | terbe | terbent | Kehutana | Dinas
ya a sumber | kualitas a kesatuan ntukn | uknya [ n Kehutanan
kualitas | daya serta akses | pengelolaan yal dan
lingkung | alam informasi hutan unit | beropr
an hidup | yang SDA dan LH | produksi KPHP | asinya
dan ramah (KPHP) model | KPHL,
terkelola | lingkunga sebagai unit | diban | sebaga
nya n pengelolaan gka i unit
sumber | berkonse dalam upaya | tenga | pengel
daya p peningkatan h olaan
alam di | pembang usaha hutan dalam
perkotaa | unan tanaman dan upaya
n dan berkelanj hutan alam pening
pedesaa | utan katan
n. untuk usaha
Peningkat hutan
an akses tanam
dan andan
informasi hutan
SDA dan alam
LH
2 | Pencega | Mengkoor | Peningkatan | Terencanann | Tersu | Tersus | Kehutana | Dishut
han dinasikan | Fungsi dan ya sunny | unnya [ n
kerusaka | perencan | Daya pengelolaan a dokum
n aan, dukung DAS | DAS terpadu | renca en
lingkung | Pemanfaa | berbasis na pengel
an tan, Pemberdaya penge | olaan
dengan | pengawas | an lolaan DAS
peningk | an dan Masyarakat DAS | terpad
atan tanggung terpa u,
daya jawab du sehing
dukung | pengelola ada 1l ga
dan an unit | tercipt
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BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012

Pada tahun 2012, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 1 (satu) urusan
pemerintahan, yaitu urusan pilihan. Dibawah ini diuraikan secara
terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2012.

4.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012

Penilaian pencapaian kinerja program/kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2012, serta pencapaian indikator sasaran tahun
2012 dari dana APBD sebesar Rp. 5.475.584.600,00 realisasi sebesar Rp
4,505,407,706.00 atau 82.28 %. Pelaksanaan kegiatan dan program
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 dapat
dikatakan baik, karena pencapaiannya Phisiknya 97.52 %, dan terdapat
penghematan anggaran sebesar 17.72 %.

4.2. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Indikator kegiatan dan program, dari rencana kinerja (DPA) tahun
2012, secara keseluruhan dicapai 100%, yaitu 20 kegiatan yang
direncanakan dan tercapai 20 kegiatan, Ada 2 (dua) kegiatan yang
dilakukan perubahan, yaitu kegiatan Sewa Gedung Kantor dan kegiatan
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna, untuk kegiatan sewa gedung diusulkan untuk dihapuskan karena




pada tahun tersebut Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
diperbolehkan menempati gedung baru lantai II Kantor Gubernur yang
sehingga tidak memerlukan biaya sewa gedung, sedangkan untuk
kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna tidak bisa dilaksanakan karena item yang ada pada kegiatan
tersebut sama dengan kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga diusulkan untuk diganti
kegiatan pelatihan tetapi tidak disetujui oleh Komisi Anggaran di DPRD,
namun demikian ada tambahan kegiatan yaitu kegiatan Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Untuk program yang direncanakan
sebanyak 6 item dan terealisasikan 6 item.

Anggaran tahun 2012 terealisasi 82,28 % dari yang direncanakan.
Artinya pencapaian phisik kegiatan dapat dilaksanakan 97,52 % dengan
penghematan anggaran 17,72 %, karena seluruh kegiatan dan program
yang dianggarkan terlaksana 100%.

Jadi untuk Tahun Angaran 2012 kinerja Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung terhitung baik atau rata-rata 97,52 %, baik
pencapaian kinerja kegiatan/program tahun 2012, maupun kinerja
pencapaian sasaran/tujuan di tahun 2012.

4.3. PENGUKURAN KINERJA DIKAITKAN DENGAN RPJMD
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
merupakan SKPD baru, dan pada tahun 2012 merupakan tahun
kedua pelaksanaan kegiatan dengan penganggaran tersendiri. Oleh
karena itu keterkaitan pengukuran kinerja terhadap RPJMD
melekat pada keterkaitan tupoksi terhadap dinas/sektor terkait
seperti Dinas Pertanian, perkebunan dan Peternakan, Dinas
Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kehutanan, terutama dalam
pemberdayaan Sumber Daya Manusianya.
4.4 KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR MISI 5 RPJMD 2007-2012
Keterkaitan pengukuran kinerja dengan misi 5 RPJMD 2007-
2012, meliputi 4 program yaitu :
1. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

2. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan



Program peningkatan kesejahteraan petani

Program  pemberdayaan  penyuluh  pertanain/perkebunan

lapangan

Dengan koordinasi dan dukungan dengan Dinas/sektor terkait
diharapkan kinerja pencapaian Misi 5 RPJMD akan tercapai.
4.5 AKUNTABILITASI KEUANGAN
Dalam Tahun Anggaran 2012 Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program sebanyak
6 (enam) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dengan total alokasi
anggaran Rp. 5.475.584.600,00 Realisasi serapan anggaran sebesar
realisasi sebesar Rp 4,505,407,706.00 atau 82.28 %, dengan sisa
anggaran sebesar Rp. 970,176,894,-. Sisa anggaran ini merupakan
penghematan karena fisik kegiatan semuanya dicapai 97,52 %.

Rincian realisasi belanja sebagai berikut :

REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Urusan : Pilihan

SKPD :

SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN

APBD PER/L-\JPBI,gAaAN FISIK fﬁé\éfgf’l\l SISA ANGGARAN
NO URAIAN KEGIATAN
Rp Rp % Rp % Rp %
1 2 3 4 B) 6 7 8 9
TOTAL BELANJA DINAS 5,518,339,600 | 5,475,584,600 98 | 4,505,407,706 82 | 970,176,894 | 18
| BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,878,329,600 | 2,934,074,600 100 | 2,434,264,422 83 | 499,810,178 | 17
A | GAJI DAN TUNJANGAN 1,902,429,600 | 1,902,429,600 100 | 1,539,570,422 81 | 362,859,178 | 19
B | TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 975,900,000 | 1,031,645,000 100 894,694,000 87 | 136,951,000 | 13
Il BELANJA LANGSUNG 2,640,010,000 | 2,541,510,000 95 | 2,071,143,284 81 | 470,366,716 | 19
Program Penyediaan
A | Administrasi Perkantoran 1,092,360,000 | 1,092,360,000 97 932,824,254 85 | 159,535,746 | 15
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,500,000 12,500,000 100 9,723,120 78 2,776,880 | 22
Penyuediaan Jasa Komunikasi,
2 | Sumber Daya Air dan Listrik 72,000,000 72,000,000 100 21,205,334 29 50,794,666 | 71
Penyediaan Jasa Administrasi
3 Keuangan 45,000,000 45,000,000 100 45,000,000 | 100 - -
Penyediaan Jasa Perbaikan
4 | Peralatan Kerja 25,000,000 25,000,000 100 13,443,000 54 11,557,000 | 46
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 35,000,000 100 31,220,000 89 3,780,000 | 11
Penyediaan Barang Cetakan dan
6 Penghargaan 23,500,000 23,500,000 100 19,555,400 83 3,944,600 | 17
Penyediaan Peralatan dan
7 Perlengkapan Kantor 213,110,000 213,110,000 66 140,113,500 66 72,996,500 | 34
Penyediaan Makanan dan
8 Minuman 20,000,000 20,000,000 100 14,287,000 71 5,713,000 | 29




Rapayt-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang dan
Pengelolaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Sewa Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu

Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
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146,250,000
947,210,000
680,700,000
166,510,000
100,000,000
35,100,000
35,100,000
51,300,000

51,300,000

500,000,000
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847,210,000
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51,300,000

51,300,000
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100

100

100

100

74

64

97

100

100

497,026,900

141,250,000
672,958,000
547,947,900
125,010,100
56,381,800
33,453,000
22,928,800
37,721,800

37,721,800

99
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79

80

75

74

64
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74

74

2,973,100

5,000,000
174,252,000
132,752,100

41,499,900
20,218,200
18,947,000

1,271,200

13,578,200

13,578,200

21

20

25

26
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26
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Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna

Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan

Forum Koordinasi Penyuluh Se-
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Pembinaan Monev Penyuluh
Pertanian/Perkebunan, Perikanan
dan Kehutanan

Penyusunan Programa
Penyuluhan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Program Studi Pembelajaran ke
Luar Negeri mengenai Kegiatan
Usaha di Bidang Agro industri,
Agro Forestry dan Agro Fishery
Berbasis Internet via Satelit

193,000,000

40,000,000

153,000,000

321,040,000

49,129,500

150,870,500

50,000,000

71,040,000

153,000,000

153,000,000

321,040,000

49,129,500

150,870,500

50,000,000

71,040,000

100

100

100

100

100

100

100

101,024,330

101,024,330

270,233,100

39,928,500

133,341,300

28,273,500

68,689,800

66

66

84

81

88

57

97

51,975,670

51,975,670

50,806,900

9,201,000

17,529,200

21,726,500

2,350,200

34

34

16

19

12

43

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah dana yang dialokasikan wuntuk Program Pelayanan
Administrasi
Rp. 1.092.360.000,00 Pada APBD Perubahan Tahun 2012,
anggaran tetap Rp.1.092.360.000,00. Dengan 10 (sepuluh)

perkantoran pada APBD sebesar

kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 932.824.254,00
atau 85,40 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 159.535.746,00
atau 14,60 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya
program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat




output : Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat
selama 12 bulan.

. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

output : Tersedianya jasa komunikasi, media informasi dan
listrik selama 12 bulan.

. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

output : Terlaksananya pembayaran honorarium jasa
administrasi keuangan sebanyak 11 (sebelas) orang selama
12 bulan.

. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama
12 bulan.

. Penyediaan Alat Tulis Kantor

output : Teredianya alat tulis kantor selama 12 bulan.

. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
selama 12 bulan.

. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
berupa 1 (satu) unit AC split, 2 (dua) wunit lemari
perpustakaan, 2 (dua) unit computer destop, 1 (satu) unit
notebook, 3 (tiga) unit printer, 4 (empat) unit UPS, 7 (tujuh)
buah meja staf, 3 (tiga) buah meja kantor setengah biro, 10
(sepuluh) buah kursi staf, 10 (sepuluh) buah kursi lipat, 1
(satu) unit kamera, 1 (satu) unit handycamp. Beberapa
peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak dibeli antara
lain rak arsip 2 (dua) unit, rak buku 2 (dua) unit, kursi tamu
1 (satu) set, kursi rapat 15 (lima belas) buah, filling kabinet 2
(dua) buah. Hal ini dikarenakan peralatan tersebut belum
mendesak untuk dipergunakan disamping ruang tempat
kerja yang baru juga tidak mencukupi untuk menempatkan
barang tersebut sehinggga pembeliannya ditangguhkan dulu
(Sekretariat Bakorluh belum memiliki kantor dan ruang
penyimpanan yang tetap).

. Penyediaan Makanan dan Minuman



output : Tersedianya makanan dan minuman peserta rapat di
kantor dan makanan dan minuman tamu selama 12 bulan.
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
output : Terselenggaranya keikutsertaan dalam rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.
10. Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
output : Tersedianya jasa penunjang dan pengelolaan
pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 9 (sembilan)
orang tenaga honorer selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur pada APBD sebesar Rp
947,210,000.00 Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran
menjadi Rp 847,210,000.00 (mengalami pengurangan sebesar
Rp. 100.000.000,00) dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan
anggaran sebesar Rp 672,958,000.00 atau 79,43 %, dengan sisa
anggaran sebesar Rp 174,252,000.00 atau 20,57 %. Outcome
yang dihasilkan dari terlaksananya program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur adalah Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan.
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
output : Tersedianya kendaraan dinas roda 4 (empat)
sebanyak 3 (tiga) unit dan kendaraan dinas roda 2 (dua)

sebanyak 3 (tiga) unit.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 unit dan roda 2
(dua) sebanyak 7 unit selama 12 bulan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan
Disiplin Aparatur pada APBD sebesar Rp 35,100,000.00 Pada
APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp
76,600,000.00 (mengalami penambahan sebesar Rp.
41.500.000,00) dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan



anggaran sebesar Rp 56,381,800.00 atau 73,61 %, dengan sisa

anggaran sebesar Rp 20,218,200.00 atau 26,39 %. Outcome yang

dihasilkan dari terlaksananya program peningkatan disiplin

aparatur adalah Meningkatnya disiplin aparatur dalam

penyelenggaraan pelayanan.

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
output : Terpenuhinya seragam pakaian dinas pegawai
berupa Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 38 stel untuk
27 (dua puluh tujuh) pegawai laki-laki dan 11 (sebelas)
pegawai perempuan, ditambah 33 stel untuk 21 (dua puluh
satu) pegawai laki-laki dan 12 (dua belas) pegawai
perempuan, PSH, PSL, PSR masing-masing 1 (satu) stel
untuk Pejabat Eselon II. Sedangkan untuk pakaian batik
tidak dilakukan pembelian, hal ini dikarenakan jumlah
satuan pakaian batik yang dianggarkan tidak mencukupi
dengan jumlah pegawai yang ada (jumlah pegawai PNS dan
Honorer ada 43 orang sedangkan yang dianggarkan ada 38
potong), sehingga dikhawatirkan bila dilaksanakan akan
menimbulkan masalah.
2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
output : Tersedianya pakaian olah raga 34 (tiga puluh empat)
stel untuk 22 (dua puluh dua) pegawai laki-laki dan 12 (dua
belas) pegawai perempuan dan batik KORPRI 34 (tiga puluh
empat) stel untuk 22 (dua puluh dua) pegawai laki-laki dan
12 (dua belas) pegawai perempuan. Tidak direalisasikan 1
(satu) stel pakaian olah raga dan 1 (satu) stel pakaian Korpri
karena jumlah pegawai di Sekretariat Bakorluh P2K hanya
34 (tiga puluh empat) orang pegawai PNS, sedangkan belanja
pakaian tersebut hanya diperuntukan untuk pegawai PNS.
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani pada APBD sebesar Rp 51,300,000.00 Pada

APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran tetap Rp 51,300,000.00

dengan 1 (satu) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp

37,721,800.00 atau 73,53 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp

13,578,200.00 atau 26,47 %. Outcome yang dihasilkan dari



terlaksananya program peningkatan kesejahteraan petani adalah
Meningkatnya kesejahteraan petani melalui kegiatan
penyelenggaraan  penyuluhan  pertanian, perikanan dan
kehutanan.

1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

output : Terpilihnya petani, Gapoktan teladan, penyuluh PNS,

Penyuluh Swadaya, Penyuluh THL dan BPP teladan di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penilaian

dengan 6 (enam) kategori penilaian. antara lain :

1. Kategori Penyuluh Pertanian PNS Teladan Tingkat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

2. Kategori Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan Tingkat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

3. Kategori Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB)
Penyuluh Pertanian Teladan Tingkat Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung ;

4. Kategori Balai Penyuluh Pertanian/Kecamatan berprestasi
Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

S. Kategori Petani Teladan Tingkat Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

6. Kategori  Gapoktan  Berprestasi Tingkat  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan pada APBD sebesar
Rp 193,000,000.00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012,
anggaran menjadi Rp 153,000,000.00 (mengalami pengurangan
sebesar Rp..40.000.000,00) dengan 1 (satu) kegiatan. Realisasi
serapan anggaran sebesar Rp 101,024,330.00 atau 66,03 %,
dengan sisa anggaran sebesar Rp 51,975,670.00 atau 33,97 %.
Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program
peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan adalah
Meningkatnya penerapan teknologi dalam kegiatan
penyelenggaraan  penyuluhan  pertanian, perikanan dan

kehutanan.



1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
output : Tersedianya sarana dan prasarana teknologi
informasi dan komunikasi dalam membantu kegiatan
penyelenggaraan  penyuluhan berupa 3 (tiga) wunit
Notebook/laptop, 3 (tiga) unit proyektor, dan 3 (tiga)
proyektor screen untuk 3 (tiga) Balai Penyuluhan
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan pada APBD sebesar
Rp 321,040,000.00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012,
anggaran tetap Rp 321,040,000.00 dengan 4 (empat) kegiatan.
Realisasi serapan anggaran sebesar Rp 270,233,100.00 atau
84,17 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 50,806,900.00 atau
15,83 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program
pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan adalah
Meningkatnya pemberdayaan penyuluh melalui peningkatan
kapasitas maupun kinerja yang dihasilkannya dalam kegiatan
penyelenggaraan  penyuluhan  pertanian, perikanan dan
kehutanan.
1. Forum Koordinasi Penyuluh Se-Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
output : Terlaksananya kegiatan rapat forum koordinasi
penyuluhan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan
peserta sebanyak 35 orang dari Provinsi dan 7 (tujuh)
Kabupaten/Kota sebagai upaya menyamakan persepsi dan
tindakan/kebijakan para pimpinan kelembagaan penyuluhan
dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan
dan kehutanan.
2. Pembinaan Monev Penyuluh Pertanian/Perkebunan,
Perikanan dan Kehutanan
output : Terlaksananya pembinaan terhadap penyuluh serta
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh

yang ada di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota.



3. Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
output : Tersedianya 1 (satu) pedoman kerja penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebanyak 30 tiga puluh) eksemplar.

4. Program studi Pembelajaran ke Luar Negeri mengenai
Kegiatan usaha di bidang Agro industry, agro forestry dan
agro Fishery berbasis Via Satelit
output : Terlaksananya studi pembelajaran ke luar negeri
mengenai Agro industry, agro forestry di jenewa, Swis dan 1

(satu) laporan hasil studi pembelajaran.

Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
melaksanakan urusan pilihan selama tahun 2012 dapat
diidentifikasi sebagai berikut:

a. Sumber daya aparatur di Sekretariat Bakorluh tahun 2012
hanya 34 orang pegawai (pejabat eselon II, III, dan IV
sebanyak 14 (empat belas) orang, jumlah seluruh staf 12 (dua
belas) orang, tenaga fungsional penyuluh 8 (delapan) orang),
sehingga masing-masing eselon IV rata-rata hanya memiliki 1
(satu) orang staf. Keterbatasan jumlah pegawai staf ini
merupakan salah satu persoalan yang cukup mempengaruhi
pelaksanaan tugas kesekretariatan dan fungsi penyuluhan di
lapangan;

b. Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana yang ada,
khususnya di Balai Penyuluhan tingkat kecamatan dalam
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan

penyuluhan;

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas
telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dengan Badan Kepagawaian Daerah, terkait

usulan penambahan tenaga staf di Kesekretariatan Bakorluh,



dengan proporsi alokasi pegawai sebanyak minimal 3 (tiga)
orang untuk masing-masing eselon IV;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang
ada, dan mengajukan anggaran untuk pengadaan
kelengkapan pembelajaran dib alai penyuluhan

Pertanian/Kecamatan.

Prestasi Kerja

Prestasi kerja yang dicapai Sekretariat Badan Koordinasi

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam

melaksanakan urusan pilihan tidak terlepas dari kerjasama pihak

terkait, seperti Pusat, Regional, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung terutama Badan/Dinas yang menangani fungsi

penyuluhan di Kabupaten/Kota, seluruh elemen masyarakat dan

mitra terkait.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan pada tahun 2012 mengikutsertakan wakil dari
penyuluh, petani dan kelembagaan penyuluhan serta
kelembagaan petani teladan terpilih yang berprestasi tingkat
provinsi untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden
Republik Indonesia di Istana Negara.Beberapa pemenang yang
mendapatkan Plakat, Piagam penghargaan dan uang pembinaan
sebesar Rp 20.000.000,00 dari Bapak presiden Repoublik
Indonesia untuk masing-masing kategori (6 kategori), antara
lain :

1. Sri Suyatmi, S. PKP, pemenang kategori Penyuluh Pertanian
PNS Teladan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Suryanto, pemenang kategori Penyuluh Pertanian Swadaya
Teladan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

3. Leni Angelina, SP, pemenang Tenaga Harian Lepas Tenaga
Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Teladan Tingkat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
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4. Balai Penyuluh Kecamatan Rias, Kabupaten Bangka
Selatan, sebagai pemenang Balai Penyuluh Kecamatan
berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Drs. Bintoro, sebagai pemenang kategori Petani Teladan
Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. Gapoktan “Bukit Kijang”, Desa Bukit Kijang, kec. Namang,
Kabupaten Bangka Tengah, sebagai pemenang Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi Tingkat Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

EVALUASI KINERJA DAN ANALISA KINERJA

Berdasarkan dari hasil pengukuran kinerja Renstra
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012,
hanya ada 6 indikator yang dapat dicapai, beberapa indicator tidak
dapat dicapai karena tidak ada penganggaran untuk kegiatan
tersebut, di antaranya:

a. Pemberdayaan penyuluh pertanian swakarsa melalui kegiatan

Pelatihan bagi calon penyuluh swakarsa;

b. Pengembangan spesialisasi/keahlian penyuluh pertanian;

c. Fasilitasi pengembangan profesi penyuluh

d. Pengembangan siaran pedesaan;

e. Pengadaan alat dan pengolah data;

f. Fasilitasi percontohan Pos Penyuluhan Pertanian Desa
(Posluhtan);

g. Penyediaan dana penjamin modal usaha bagi petani;

h. Pengadaan sepeda motor bagi penyuluh di daerah.
i. Pengadaan baju penyuluh.

Pencapaian kinerja ini seharusnya bisa tercapai jika
Badan/Dinas yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota,
dapat menganggarkan kegiatan yang tidak dapat dianggarkan di
Provinsi, namun demikian sampai sekarang dukungan mereka

dalam penganggaran kegiatan penyuluhan di daerah masih kurang.



BAB V

RENCANA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

5.1. MATRIKS RENJA SKPD SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
TAHUN 2014

Di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penyusunan dokumen
perencanan tahun SKPD tersebut telah melalui tahapan — tahapan, yaitu:

1. Telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -
2017.

2. Telah dijabarkannya RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012 - 2017 ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2014.

3. Telah disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 berdasarkan Peraturan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013.

Di bawah ini tabel Rencana Kerja SKPD Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan
dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa



setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana
Kerja Tahunan SKPD.

Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2014, penetapan program dan kegiatan yang
dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk
penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi
akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan.

Pangkalpinang, Maret 2013

SEKRETARIS BAKORLUH
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ir. H. NOOR NEDI, M.Si
NIP. 19630804 198903 1 010




PROPINSI

BANG
oM 1

REKAPITULASI USULAN PENDANAAN SKPD

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2014
BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

020 URUSAN PILIHAN 5,990,000,000
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN 5,990,000,000
PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
02.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan 3,230,000,000

Petani

1503 PROVINSI KEP. BANGKA
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 200,000,000 APBD | / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG
1506 STUDI PEMBELAJARAN KELOMPOK PROVINSI KEP. BANGKA
PEMBUDIDAYA IKAN 100,000,000 APBD | / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG
1507 PELATIHAN SISTEM KEBERSAMAAN PROVINSI KEP. BANGKA
EKONOMI (SKE) BAGI PELAKU UTAMA 150,000,000 APBD I / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG
1
508 PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA PROVINSI KEP. BANGKA
AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) 150,000,000 APBD | / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG
1509 KEIKUTSERTAAN PADA EVENT PENYULUHAN PROVINSI KEP. BANGKA

TINGKAT NASIONAL DAN REGIONAL

2,150,000,000

APBD | / Belanja langsung

Kehutanan

BELITUNG

1517 Pelatihan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan PROVINSI KEP. BANGKA
Perdesaan Swadaya) 270,000,000 APBD | / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG

1515 PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA PROVINSI KEP. BANGKA
PERHUTANAN RAKYAT 110,000,000 APBD I / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG

1516 PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA PROVINSI KEP. BANGKA
PERIKANAN 100,000,000 APBD | / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG

02.01.18 Program Peningkatan Penerapan 340,000,000

Teknologi Pertanian/Perkebunan

1802 .
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi PROVINSI KEP. BANGKA
Pertanian/Perkebunan tepat guna 300,000,000 APBD I / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG




1808

PEMELIHARAAN WEBSITE BAKORLUH

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI KEP. BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 40,000,000 APBD |/ Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG
02.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh 2,420,000,000

Pertanian/Perkebunan Lapangan

2004
FORUM KOORDINASI PENYULUHAN SE PROVINSI KEP. BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 200,000,000 APBD | / Belanja langsung Kehutanan BELITUNG

2005 PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PROVINSI KEP. BANGKA
PROVINSI KEPUALAUN BANGKA BELITUNG 200,000,000 APBD | / Belanja langsung Kehutanan BELITUNG

2006
STUDY PEMBELAJARAN AGRO INDUSTRI,
AGRO FORESRTY, DAN AGRO FISHERY KE PROVINSI KEP. BANGKA
LUAR NEGERI 350,000,000 APBD | / Belanjalangsung | Kehutanan BELITUNG

2007 PROVINSI KEP. BANGKA
PELATIHAN PENYULUH KEHUTANAN 150,000,000 APBD | / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG

2008 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PROVINSI KEP. BANGKA
PENYULUH 200,000,000 APBD | / Belanjalangsung | Kehutanan BELITUNG

2009
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN PROVINSI KEP. BANGKA
KEHUTANAN 100,000,000 APBD | / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG

2010 PEMBINAAN PENYULUH PERTANIAN, PROVINSI KEP. BANGKA
PERIKANAN DAN KEHUTANAN 400,000,000 APBD | / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG

2011
PERTEMUAN TEKNIS PENYULUH SE
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PROVINSI KEP. BANGKA
(APEL SIAGA PENYULUH) 700,000,000 APBD | / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG

2012
RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN KOMISI
PENYULUHAN PROVINSI KEPULAUAN PROVINSI KEP. BANGKA
BANGKA BELITUNG 120,000,000 APBD | / Belanja langsung | Kehutanan BELITUNG

Pangkalpinang, 27 Maret 2013

a/n Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
KEPALA BAPPEDA DAN STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

IR.NAZALYUS, M.SI
NIP : 195908261988031002




Lampiran 1.

Kegiatan, Sub Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target dan Anggaran Kegiatan
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2013-2017

NO PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN INDIKAT TARGET ANGGARAN (Rp.juta) SUMBER
SUB KEGIATAN OR DANA
Awal 2013 | 2014 | 2015 2016 2017 AWAL 2013 2014 2015 2016 2017

URUSAN SEKRETARIAT 1,689 9,015 | 12,614 | 11,326 | 11,447 | 11,80 | APBD/
BADAN KOORDINASI 7 APBN
PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN
KEHUTANAN

| BAGIAN TATA USAHA 12.5 250 305 305 305 330

PROGRAM

Dukungan Managemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Sekretariat
Bakorluh P2K

Meningkatnya
kepuasan
pelayanan
birokrasi, serta
terciptanya
pemerintah yang
bersih dan
tatakelola
kepemerintahan
yang baik




Penataan dan Penataan dan Jumlah 10 0 0 0 0 APBD
Pengembangan pengembangan produk
Kelembagaan dan organisasi dan hukum
Ketenagaan lingkup kelembagaan dan
Sekretariat Bakorluh P2K Sekretariat dokumen
Bakorluh P2K yang
melalui 1 terselesai
dokumen revisi kan
Struktur
Kelembagaan
Sekretariat
Bakorluh P2K
dan 5 paket
dokumen
administrasi
kepegawaian
untuk Sekretariat
Bakorluh P2K
Jumlah 5 5 5 5 5 APBD
dokumen
administr
asi
ketenaga
anyang
terselesai
kan
Perencanaan Program, Restukturisasi Jumlah 20 20 20 20 20 APBD
Kegiatan, Anggaran, dan program dan dokumen
Kerjasama Penyuluhan dan | anggaran data dan
Pengembangan SDM berbasis kinerja informasi
Pertanian, Perikanan dan Sekretariat yang
kehutanan Bakorluh P2K, tersusun
setiap tahun
Jumlah 15 15 15 15 15 APBD
dokumen
perencan
aan dan
anggaran
yang

tersusun




Jumlah
Rencana
Strategis
Sekretari
at
Bakorluh
P2K

15

APBD

Jumlah
Rencana
Kerja
Sekretari
at
Bakorluh
P2K

15

15

15

15

15

APBD

Jumlah
Laporan
Kinerja
Sekretari
at
Bakorluh
P2K Lima
Tahun

25

APBD

Jumlah
Laporan
Kinerja
Tahunan
Sekretari
at
Bakorluh
P2K

10

10

10

10

10

APBD

Jumlah
Dokumen
Penyusun
an
Statistik
Penyuluh
an
(Pertania
n,
Perikana
n dan
Kehutana
n)

45

45

45

45

45

APBD




Peningkatan dan Revitalisasi Jumlah 3 3 3 3 3 3 0 15 15 15 15 15 APBN
pengembangan pengelolaan laporan
administrasi pengelolaan anggaran dan SAlyang
keuangan dan barang milik | barang milik tersusun
negara satuan kerja lingkup | negara dalam
Sekretariat Bakorluh P2K mendukung
terwujudnya
Jumlah 4 4 4 4 4 4 0 20 20 20 20 20 APBN
pelaporan
keuangan yang Satker
akuntabel yang .
terselesai
kan
masalah
asetnya
Pengembangan sistem Optimalisasi Jumlah 0 4 4 4 4 4 0 5 5 5 5 5 APBD
pengendalian monitoring, pelaksanaan Satker
evaluasi, dan pelaporan pengendalian yang
monitoring, Sistem
evaluasi dan Pengend
pelaporan untuk | alian
mewujudkan Intern
tata kelola (SPI) nya
pemerintahan berjalan
yang baik dan dan
pemerintah yang | berfungsi
bersih baik
Jumlah 4 4 4 4 4 4 0 50 40 40 40 40 APBD
satuan
kerja
Sekretari
at
Bakorluh
P2K yang
termonit
ordan
terevalua
si
kegiatann
ya
Jumlah 5000 5000 | 5100 | 5200 5300 5400 125 25 15 15 15 15 APBD
surat
menyurat

yang




dikelola

5 Penyiaran dan Memperkuat Jumlah 0 0 100 100 100 100 APBD
Penyebarluasan Informasi pemahaman dan | Pertemua
Pembangunan Pertanian, komitmen n dan
Perikanan dan Kehutanan masyarakat sosialisasi
terhadap kebijakan
pembangunan pembang
pertanian, unan
perikanan dan pertanian
kehutanan ,
perikana
n dan
kehutana
n
BIDANG 967 2,942 5,262 4,009 4,120 | 4,235
PENYELENGGARAAN
1 PENYULUHAN
PROGRAM

Peningkatan
Penyelenggaraan
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan

Terlaksananya
penyiapan
pelayanan teknis
dan
administratif di
bidang
programa dan
pengembangan
metode, dan
pengembangan
materi
penyuluhan dan
kemitraan
usaha, serta
Publikasi.




Penataan Badan Pelaksana | Fasilitasi dan Jumlah 392 392 392 392 392 392 APBN
Penyuluhan, dan Balai pengembangan kelembag
Penyuluhan Kecamatan, Kelembagaan aan
sesuai dengan Penyuluhan di penyuluh
undangundang nomor 16 tingkat Kab/Kota | an
tahun2006. dan kecamatan tingkat
(BPP/BPK) Kab/kota
Jumlah 270 250 270 270 270 270 APBN
Balai
Penyuluh
an
Kecamat
anyang
difasilitas
i
Penataan Pos Pelayanan Fasilitasi Jumlah 0 0 70 70 70 70 APBD
Penyuluhan pembentukan Posluhde
Desa/Kelurahan. 361 Pos syang
Penyuluhan terbentu
Desa/Kelurahan. | k
Pengembangan programa Penetapan satu Jumlah 50 116 100 100 100 100 APBD
penyuluhan pertanian, programa programa
perikanan dan kehutanan penyuluhan penyuluh
mendukung empat sukses pertanian, an
pembangunan pertanian, perikanan dan pertanian
pembangunan perikanan kehutanan dan ,
dan kehutanan RKT yang perikana
mendukung 4 n dan
sukses kehutana
pembangunan n dan
pertanian, RKT yang
pembangunan ditetapka
perikanan dan n setiap
kehutanan, tahun
antisipatif
terhadap

perubahan iklim
dan kelestarian




linkungan hidup,
serta responsif
gender

Pengembangan cyber
extension

Tersedianya
sistem informasi
dan materi
penyuluhan
pertanian,
perikanan dan
kehutanan yang
disebar-luaskan
melalui cyber
extension.

Jumlah
materi
penyuluh
an
(sektor
pertanian
perikana
n dan
kehutana
n) yang
disebarlu
askan
melalui
cyber
extension

30

30

30

30

APBN

Jumlah
sarana
dan
prasaran
a sistem
informasi
dan
materi
penyuluh
an (cyber
extension
) di 26
BPP/K

170

170

170

170

APBN




Penyelenggaraan Forum Peningkatan Jumlah 50 190 400 400 400 400 APBD
Penyuluhan koordinasi, dokumen
keterpaduan, yang
keserasian dan dihasilka
keselarasan n dari
berbagai kegiatan
sumberdaya dan | Forum
kegiatan penyuluh
penyuluhan an (per-
semester
)
Rapat Koordinasi Peningkatan Jumlah 0 0 120 120 120 120 APBD
Penyuluhan Pertanian, koordinasi lintas | dokumen
Perikanan dan Kehutanan sektor dan yang
kegiatan dihasilka
penyuluhan n dari
kegiatan
Rapat
Koordina
si (per-
triwulan)
Pembinaan penyuluh Peningkatan Jumlah 0 300 400 400 400 400 APBD
pertanian, perikanan dan kinerja penyuluh | dokumen
kehutanan dalam kegiatan yang
penyuluhan dihasilka
n dari
kegiatan
pembina
an dan
monev
penyuluh
an
Fasilitasi dan Terfasilitasi Jumlah 153 265 270 275 280 285 APBD
Pengembangan Kegiatan sarana dan BPP/BPK
Penyelenggaraan prasarana yang
Penyuluhan kegiatan terfasilita
penyuluhan di si sarana
BPP/BPK dan
di prasaran
kabupaten/kota a
kegiatan
penyuluh

annya




9 | Apel Siaga Penyuluh Peningkatan Jumlah 469 500 500 500 500 686 740 792 848 908 APBD
Pertanian, Perikanan dan kesamaan gerak penyuluh
Kehutanan (Rapat Teknis langkah daloam yang
Penyuluhan) aksi-aksi kinerja termotiva

penyuluh sidan

pertanian, kesamaa

perikanan dan n gerak

kehutanan langkah
kinerjany
a

10 | Penyelenggaraan Pentas Peningkatan Terlaksan 1 1 1 1 1 542 2000 600 650 700 APBD
Event Nasional/Regional Wawasan dan anya
(Penas, Jambore, Pameran | Pengetahuan keikutser
dll) melalui taan

keikutsertaan Event
dalam Event Nasional
Nasional (Paket
Kegiatan)
11 | Penyuluhan kehutanan Peningkatan a Jumlah 0 1 1 1 1 0 40 40 40 40 APBN
kesadaran dan Lapora
partisipasi n
masyarakat Kegiata
dalam n
pembangunan Penghij
kehutanan serta auan
peningkatan oleh
kesejahteraan Kelomp
masyarakat ok
GBPP
b Lapora 0 1 1 1 1 0 50 50 50 50 APBN
n Hasil
Penyel
enggar
aan
Kegiata
n
Kampa
nye
Indone
sia
Menan
am

(KIM)




¢ Jumlah
lokasi
sekolah
kegiata
n Kecil
Menan
am
Dewasa
Meman
en
(KMDM
)

26

10

10

10

10

10

50

50

75

75

75

75

APBN

d Jumlah
inform
asi
Mater
Penyul
uhan
yang
terseba
r
Melalui
Media
Cetak

16

20

20

20

20

APBN

e Jumlah
Lapora
n Hasil
Pembin
aan/M
onev
Penyul
uhan
Kehuta
nan

45

100

100

100

100

APBN

f Jumlah
rancan
gan
Demplo
t
Penyul
uhan
Kehuta
nan

10

10

10

10

APBN




Terpad
uyang
disusun

g Jumlah
Demplo
t
Penyul
uhan
Kehuta
nan
Terpad
uvyang
terbent
uk

90

90

90

90

APBN/AP
BD

12

Penyusunan laporan
kegiatan penyelenggaraan
penyuluhan

Dokumen
pelaporan
kegiatan
penyelenggaraan
penyuluhan

Jumlah
laporan
Dokumen
tasi
evaluasi,
pelapora
n dan
dokumen
tasi
kegiatan
penyuluh
anyang
tersusun

15

APBN

BIDANG PENGEMBANGAN
SDM

557

4,298

5,246

5,296

5,301

5,306

PROGRAM




Peningkatan Kapasitas
SDM Penyuluhan
Pertanian, perikanan dan
Kehutanan, Pelaku Utama
dan Pelaku Usaha

Terlaksananya
penyiapan
perumusan
kebijakan,
koordinasi,
integrasi dan
sinkronisasi
pengembangan
sumber daya
manusia
penyuluhan

Pengembangan pelatihan
teknis agribisnis,
kewirausahaan, fungsional
dan struktural bagi
penyuluh PNS,

pejabat dan petugas
lainnya lingkup pertanian
berbasis kompetensi kerja

Peningkatan
kompetensi bagi
penyuluh PNS,
pejabat dan
petugas lainnya
lingkup
pertanian
melalui pelatihan
pertanian yang
mendukung
reformasi
birokrasi, empat
sukses
pembangunan
pertanian,
antisipatif
terhadap
perubahan iklim
dan kelestarian
lingkungan, serta
responsif gender

Jumlah
aparatur
pertanian
yang
ditingkat
kan
ditingkat
kan
kompete
nsinya
melalui
pelatihan

20

20

20

20

100

100

100

100

APBD/AP
BN




Pengembangan pelatihan Peningkatan Jumlah 30 60 60 60 60 71 105 300 300 300 300 APBD
dan permagangan teknis kompetensi bagi | aparatur
agribisnis dan penyuluh PNS, dan non
kewirausahaan berbasis swadaya, aparatur
kompetensi kerja bagi honorer, petugas | yang
penyuluh PNS, swadaya, teknis lainnya, ditingkat
Honorer, petugas teknis instruktur/penge | kan
lainnya, lola P4S, kompete
instruktur/pengelola P4S, pengurus nsinya
pengurus Gapoktan dan Gapoktan dan melalui
kelembagaan petani lain kelembagaan pelatihan
petani lainnya dan
melalui pelatihan | permaga
dan ngan
permagangan
teknis agribisnis
dan
kewirausahaan
berbasis
kompetensi kerja
Fasilitasi sertifikasi profesi Penyediaan Jumlah 0 8 8 8 8 0 0 80 80 80 80 APBD
penyuluh pertanian fasilitasi penyuluh
sertifikasi profesi | pertanian
40 penyuluh yang
pertanian mendapa
t
sertifikasi
Studi pembelajaran ke luar | Peningkatan Jumlah 9 5 5 5 5 71 367 350 350 350 350 APBD
negeri mengenai kegiatan wawasan peserta
usaha di bidang Agro petugas, yang
industri, Agro Forestry dan | penyuluh, pihak mengikut
Agro Fishery terkait dalam i kegiatan
kegiatan study
penyuluhan pembelaj
aran ke
luar

negeri




Studi pembelajaran ke luar | Peningkatan Jumlah 0 8 30 30 30 30 0 100 300 300 300 300 APBD
daerah mengenai kegiatan | wawasan peserta
usaha di bidang Agro petugas, yang
industri, Agro Forestry dan | penyuluh, pihak mengikut
Agro Fishery terkait dalam i kegiatan
kegiatan study
penyuluhan pembelaj
aran ke
luar
daerah
Pelatihan Keterampilan Jumlah 5 0 5 5 5 5 0 0 155 160 165 170 APBD/AP
Dasar Penyuluhan Peningkatan penyuluh BN
Kehutanan kapasitas kehutana
penyuluh nyang
ditingkat
kan
kapasitas
kemamp
uan
dasarnya
Pendampingan Pelatihan Terseleng 0 1 1 1 1 1 0 25 75 120 120 120 APBN
Kecil Menanam Dewasa Pendampingan garanya
Memanen (KMDM) kegiatan KMDM kegiatan
pelatihan
KMDM (1
angkatan,
30 orang)
Pendampingan Pelatihan Terseleng 0 1 1 1 1 1 0 24 120 120 120 120 APBN
Keterampilan Masyarakat Pendampingan garanya
Kehutanan (30 kegiatan kegiatan
orang/angkatan) pelatihan pelatihan
keterampilan keteramp
masyarakat ilan
masyarak
at
Identifikasi dan penetapan | Pemanfaatan Jumlah 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 APBN
petani/peternak/nelayan petani/nelayan Penyuluh
sukses menjadi penyuluh sukses menjadi Pertanian
swadaya penyuluh ,
swadaya. Perikana
n dan
Kehutana

n




Swadaya

yang
menyele
nggaraan
Penyuluh
an
10 | Penyuluhan kehutanan Peningkatan A Jumla 60 30 30 30 30 30 0 70 75 75 75 75 APBN
kesadaran dan h
partisipasi penyu
masyarakat luh
dalam kehut
pembangunan anan
kehutanan serta yang
peningkatan diting
kesejahteraan katka
masyarakat n
kapasi
tasny
a
B Jumla 300 30 30 30 30 30 0 150 150 150 150 150 APBN
h
masya
rakat
kehut
anan
yang
diting
katka
n
kapasi
tasny
a
11 | Perencanaan ketenagaan Fasilitasi BOP Jumlah 66 93 93 93 93 93 254 358 358 358 358 358 APBN
penyuluh pertanian PNS, bagi 93 penyuluh
Honorer, dan THL-TB PP. penyuluh PNS PNS yang
dan Honor+BOP mendapa
175 THL-TBPP, t BOP

serta 107
Honor+BOP
Penyuluh Honor
Daerah




Jumlah 135 175 175 175 175 175 1.979 2600 2600 2600 2600 2600 APBN
THL-TBPP
yang
diberi
honor
dan BOP
Jumlah 0 107 107 107 107 107 0 214 214 214 214 214 APBD
Penyuluh
Honor
Daerah
yang
diberi
honor
dan BOP
12 | BOP Penyuluhan Peningkatan Jumlah 24 28 50 50 50 50 0 108 192 192 192 192 APBN
kehutanan kesadaran dan Laporan
partisipasi Kinerja
masyarakat Penyuluh
dalam Kehutana
pembangunan n/Pemba
kehutanan serta | yaran
peningkatan BOP
kesejahteraan (orang)
masyarakat
13 | BOP Penyuluhan Kelautan Peningkatan A Jumla 5 11 11 11 11 11 52 52 52 52 52 52 APBN
dan perikanan kawasan potensi h
perikanan yang Penyu
memiliki luh
kelompok pelaku Perika
utama yang nan
mandiri dalam PNS
mengembangkan yang
usaha perikanan meny
eleng
garaa
n
Penyu
luhan
Perika
nan
denga
n

Optim




alisasi
BOP

B Jumla
h
penyu
luh
perika
nan
yang
dibina

45

45

45

45

45

45

56

70

70

70

70

70

APBN

14

Penyusunan laporan
kegiatan pengembangan
SDM penyuluhan

Dokumen
pelaporan
kegiatan
pengembangan
SDM penyuluhan

Jumlah
laporan
Dokumen
tasi
evaluasi,
pelapora
n dan
dokumen
tasi
kegiatan
pengemb
angan
SDM
penyuluh
an yang
tersusun

15

BIDANG KELEMBAGAAN

153

1,525

1,801

1,716

1,721

1,936




PENYULUHAN

PROGRAM
Pembinaan dan Terlaksananya
Pengembangan penyiapan
Kelembagaan Penyuluhan | perumusan
Pertanian, Perikanan dan kebijakan,
kehutanan, Pelaku Utama koordinasi,
dan Pelaku Usaha integrasi dan
sinkronisasi
pembinaan

kelembagaan
penyuluhan dan
kelembagaan
pelaku utama
dan pelaku
usaha.

Fasilitasi penumbuhan
Gapoktan melalui program
pemberdayaan masyarakat
tani, dan pengembangan
Gapoktan menjadi
kelembagaan ekonomi
perdesaan.

. Fasilitasi
penumbu
han 64
Gapoktan
melalui
program
pemberda
yaan
petani dan
pengemba
ngan 6
Gapoktan
menjadi
kelembag
aan
ekonomi
perdesaan
(jumlah
seluruh
desa di
provinsi
ada 300
desa,
terdapat

Jumlah
Gapoktan
yang
tumbuh
melalui
program
pemberd
ayaan
petani

36

36

36

36

36

APBD/AP
BN




236
gapoktan)

Jumlah
Gapoktan
yang
menjadi
kelembag
aan
ekonomi
perdesaa
n

30

30

30

30

30

APBD/AP
BN

Penilaian Penyuluh,
kelembagaan penyuluh,
pelaku utama dan pelaku
usaha teladan

Peningkatan
Kemampuan
penyuluh,
kelembagaan
penyuluh, pelaku
utama dan
pelaku usaha

Terpilihn
ya
penyuluh
kelembag
aan
penyuluh
dan
pelaku
utama
dan
pelaku
usaha
yang
dinilai
kemamp
uannya
(kategori)

51

225

225

225

225

225

APBD




Penyuluhan Kelautan dan Peningkatan Jumlah 16 16 16 16 16 16 100 100 100 100 100 100 APBN
perikanan kawasan potensi | Kelompo
perikanan yang k Pelaku
memiliki Utama
kelompok pelaku | Perikana
utama yang nyang
mandiri dalam ditumbuh
mengembangkan | kan,
usaha perikanan | dibina
dan
dikemba
ngkan
Pembinaan dan Kelompok Terbinan 0 1 1 1 1 1 0 500 500 500 500 500 APBD
Pendampingan kepada penerima ya
kelompok penerima bantuan (HTR, kelompo
bantuan PUAP, PUMP, dll) | k
penerima
bantuan
(paket
kegiatan)
Penyuluhan kehutanan Peningkatan a umlah 10 3 3 3 3 3 0 125 125 125 125 125 APBN
kesadaran dan elomp
partisipasi k
masyarakat Jsaha
dalam 'roduk
pembangunan if
kehutanan serta KUP)
peningkatan ang
kesejahteraan erbent
masyarakat ik
b umlah 7 1 1 1 1 1 0 28 40 40 40 40 APBN
entra
‘enyul
than
‘ehuta
1an
'edesa
n
SPKP)
ang
erbent

ik




c apora
I Hasil
‘egiata
|
limpu
ian
‘elesta
i
lutan
\ndala
|

HPHA)

15

15

15

15

APBN

d umlah
apora
i Hasil
.egiata
|
omba
‘enghij
uan
lan
onser
asi
dam
Vana
estari

27

100

100

100

100

APBN

Pengawalan dan
Pendampingan Unit
Percontohan Penyuluhan
Kehutanan (UPPK)

Pendampingan
kegiatan UPPK

Terbina
dan
termonit
ornya
kegiatan
UPPK

50

50

50

50

50

APBN

Pengawalan dan
Pendampingan SPKP dan
KUP penyuluhan
kehgutanan

Pendampingan
kegiatan SPKP
dan KUP

Terbina
dan
termonit
ornya
kegiatan
SPKP dan
KUP

12

16

20

24

30

45

65

70

85

APBN




8 | Pendampingan Penilaian Terpilihn 21 21 21 21 0 189 350 350 350 350 APBD
Pelaku Utama dan Pelaku Pendampingan ya pelaku
Usaha penyuluhan kegiatan utama
kehutanan (14 kategori) penilaian dan

pelaku
usaha
teladan
(kategori)

9 | Penyusunan laporan Dokumen Jumlah 1 1 1 1 1.5 5 5 5 5 5 APBN
kegiatan kelembagaan pelaporan laporan
penyuluhan kegiatan Dokumen

kelembagaan tasi

penyuluhan evaluasi,
pelapora
n dan
dokumen
tasi
kegiatan
kelembag
aan
penyuluh
an yang
tersusun

10 | Rapat Pembentukan Komisi | Optimalisasi Terbentu 1 0 0 0 0 0 180 0 0 0 APBD
penyuluhan upaya knya

pemberdayaan Komisi
petani, petugas Penyuluh
serta sistem an
penyuluhan

dalam rangka

pemantapan

pelaksanaan

otonomi daerah

di Provinsi dan
Kabupaten/Kota

11 | Operasionalisasi Komisi Optimalisasi Berfungsi 0 1 1 1 0 0 0 75 75 75 APBD

Penyuluhan peran komisi nya
penyuluhan di Komisi
Provinsi Penyuluh
Kepulauan an dalam
Bangka Belitung merumus
kan arah,

kebijakan




, strategi
dan

pemecah
an
masalah
penyuluh
an
12 | Rapat Pembentukan Optimalisasi Terbentu 180 200 APBD
Perhiptani peranan knya

organisasi organisas

profesi secara i profesi

aktif dan teratur | yang

mengembangkan | berbentu

ilmu penyuluhan | k

pertanian dan perhimpu

penerapannya nan

bagi

pengembangan

pertanian

progresif dan

kemakmuran

bangsa yang

merata.




